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NOMOR 10.A TAHUN 2020
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 146 TAHUN
2019 TENTANG LAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DENGAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BEKASI,

bahwa layanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena
dampak bencana, kejadian luar biasa/wabah penyakit, dan
infeksi emerging tertentu perlu diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146
Tahun 2019 tentang Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi
dipandang perlu untuk ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b maka Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 146 Tahun 2019 tentang Layanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota
Bekasi perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat |l Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Nomor
1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan
Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
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10.
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14.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 442);

Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun
2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1968);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4
Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Nomor 16 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007
Nomor 13 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2
Seri D);



Memperhatikan

Menetapkan

Berita Acara Rapat Penyusunan Perubahan Peraturan Wali
Kota terkait Layanan Kesehatan bagi Masyarakat dengan NIK
Kota Bekasi, Nomor: 440/398/Dinkes.SDK, tanggal 27
Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 146 TAHUN 2019 TENTANG LAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DENGAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI.

PASAL |

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2019 tentang
Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota
Bekasi diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Jenis layanan kesehatan yang dibiayai bersifat komplementer sesuai dengan
kebutuhan medis.

(2) Jenis layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

(4) Dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kejadian luar
biasa berupa wabah endemik (Demam Berdarah Dengue, Malaria, Filariasis,
Disentri, Leptospirosis), wabah pandemic (Ebola, SARS, MERS, H5N1)
dan/atau kejadian darurat bencana lainnya yang ditetapkan pemerintah,
pemerintah daerah atau pejabat wilayah setempat.

PASAL 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Januari 2020

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 10.A SERI E



